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BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan

Perdesaan;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang



Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin



Menetapkan

Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

/18
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besamya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam



10.

11,

12.

13.

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah
dan perairan wilayah Daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau
perairan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau
NJOP pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya
disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai
konversi biaya pembangunan baru setiap jenis
bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik
berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi,
penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan
yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya
disebut NJOP Pengganti adalah suatu
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek

Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek
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Pajak tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang
selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas NJOP
atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena
pajak.

Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang
dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan
di dalam basis data dengan data yang sebenamya di
lapangan.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP
adalah nomor identifikasi objek Pajak termasuk objek
yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai
karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan
blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan
desa/kelurahan.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT
adalah suatu zona geografis yang terdiri atas
sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai
indikasi rata-rata yang dibatasi oleh Dbatas
penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu
wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak
terikat kepada batas blok.

Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta
ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona
geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak
yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek
Pajak dalam satu wilayah administrasi
desa/kelurahan.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk
memudahkan perhitungan nilai Bangunan
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya
komponen utama dan/atau biaya komponen material
Bangunan dan biaya komponen fasilitas Bangunan.

Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan
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yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi
fisik Bangunan.

Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk
memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan
menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi
dan Bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak
adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak
adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
danPerkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Tahun Pajak ada Tahun Pajak adalah jangka waktu
yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang

diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas
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pemungutan Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak
Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak,
penentuan besamya Pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta
yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas
pelayanan perbankan secara elektronik seperti
anjungan tunai mandiri.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau
menyebarkan informasi.

Approval Code adalah  bentuk  pengesahan
pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara
elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta
diproses secara otomatis melalui data elektronik.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau
Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang
selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan Objek Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

SPOP dan/atau LSPOP Elektronik adalah SPOP
dan/atau LSPOP dalam bentuk dokumen elektronik.
Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan
yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan gedung
sesuai dengan standar teknis Bangunan gedung.

Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya

disingkat IPB adalah perizinan yang diberikan kepada
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perorangan atau Badan hukum setelah Bangunan
selesai dilaksanakan sesuai persetujuan bangunan
gedung dan telah memenuhi persyaratan fungsi
perlengkapan bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besamya PBB-P2
yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima
Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besamya jumlah pokok Pajak yang
Terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besamya
sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besamya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
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selanjutnya  disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih
besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah  surat
keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan
pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang
selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
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Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi
peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang
yang lain dengan bermeterai cukup.

Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri
sipil/ASN/P3K/Honorer di lingkungan BPPRD atau
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk
melaksanakan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
Daerah.

Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan
dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain
identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data
perizinan, data pembayaran PBB-P2.

Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang
dilakukan di BPPRD.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang
dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek
Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib
Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BPPRD.
Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang
pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun
oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai
dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya
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disebut SP2 adalah surat perintah untuk
melaksanakan Pemeriksaan.

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda
atau kenaikan yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-udangan
perpajakan.

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung
oleh negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian
dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa
dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemegang hak dengan
tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang
di bawah tanah untuk menguasru, memiliki,
menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara
tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah
tanah.

Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara
orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum
dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara
yang  kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.

Jalur Kereta Api adalah prasarana kereta api yang
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diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang
meliputi daerah manfaat, jalan kereta api, daerah
milik jalan kereta api, daerah pengawasan jalan
kereta api termasuk bagian bawahnya serta ruang

bebas di atasnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Pemungutan PBB-P2 proses yang harus mencakup
seluruh dilakukan dalam menatausahakan,
menerima, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian,

penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak;

prosedur penerbitan, penyampaian SPPT,

=]

prosedur pembayaran dan pengangsuran,
prosedur pelaporan;

prosedur penagihan;

"o a0

prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administratif;

g. prosedur keberatan dan banding;

h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;

i. prosedur penentuan kembali dan penundaan
tanggal/ saat jatuh tempo;

j. prosedur pemeriksaan; dan

k. informasi.

Pasal 3
Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, BPPRD sekurang-kurangnya
melaksanakan fungsi:
a. pendataan dan pendaftaran;

b. penilaian;
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pelayanan;

penetapan;

pengolahan data dan informasi;
penerimaan dan pelaporan;

penagihan; dan

5ROt 0 oo 0

. pemeriksaan.

Fungsi pendataan dan pendaftaran sebagaimana
dimaskud pada ayat (1) huruf a, BPPRD melakukan
pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek
Pajak.

Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, BPPRD melakukan penilaian Objek Pajak
dan Subjek Pajak.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) BPPRD melakukan interaksi dengan Wajib Pajak
dalam tahapan-tahapan Pemungutan PBB-P2.

Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, BPPRD melakukan penetapan Objek
Pajak dan Subjek Pajak.

Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, BPPRD mengelola
basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak
Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, BPPRD menyiapkan
laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain
yang ditunjuk.

Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g, BPPRD melaksanakan penagihan
terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas
waktu jatuh tempo.

Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h, BPPRD melakukan Pemeriksaan
dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan
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perpajakan daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian,
Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak
Paragraf 1

Prosedur Pendaftaran
Pasal 4

Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan -cara
Subjek Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP
yang disediakan dan dapat diperoleh di BPPRD atau
tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani disampaikan ke Bidang
Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah BPPRD
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh
Subjek Pajak atau kuasanya.
Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani
oleh selain Subjek Pajak yang bersangkutan, harus
dilampiri Surat Kuasa dari Subjek Pajak.
Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran
Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas :
a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;
b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau

Bangunan yaitu :

1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi

dan/atau Bangunan;
2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi

dan/atau Bangunan; atau
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3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi
dan/atau Bangunan

d.dalam hal bukti hak berupa pengelolaan
sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2,
maka harus melampirkan surat izin dari pemilik
Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud
pada huruf c angka 1;

e. surat keterangan kepala desa/lurah; dan

f. fotokopi SPPT tetangga yang berbatasan langsung.

Pendaftaran PBB-P2 dengan cara  mutasi

dikarenakan terjadinya peralihan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan, meliputi:

a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;

b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak
karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi
beberapa orang dan beberapa bidang; dan

c. penggabungan Objek Pajak.

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP

dan/atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) wajib diteliti oleh BPPRD.
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP
dan/ atau LSPOP;dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau
LSPOP.
Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk,
BPPRD berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan

untuk mengecek kebenaran data secara riil.
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Pasal 6

Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan
dengan mengajukan permohonan kepada BPPRD.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia
dengan mengisi formulir surat permohonan yang
disediakan BPPRD dan dilampiri dengan :

a. surat pengantar dari Desa/Kelurahan;

b. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau
kuasanya apabila dikuasakan;

c. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan
diajukan oleh kuasanya;

d. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
pemohon,;

e. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;

f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir,
kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang
dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak
yang Terutang sebelum tahun berjalan;

g. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf b;dan

h. surat keterangan kepala desa/lurah;

Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat

dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c.

Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan perubahan atas data yang

tidak mengakibatkan perubahan Wajib Pajak,
berupa:

a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib

Pajak; dan
b. pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib
Pajak.
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Pasal 7

Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara online melalui

petugas desa/kelurahan yang telah ditunjuk dengan
cara sebagai berikut:

a. petugas desa/kelurahan membuka website
Bpprd.Mubakab.go.id;

b. memilih menu administrator;

c. memilih menu e-SPOP;

d. mengisi SPOP dan/atau LSPOP;

e. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan
jelas, benar dan lengkap selanjutnya
diproses/simpan melalui aplikasi yang tersedia;
dan

f. mencetak tanda bukti pendaftaran secara online.

BPPRD melakukan verifikasi, pengolahan dan

penetapan data PBB-P2 dari data dukung yang telah

diupload secara online.

Data objek dan Subjek Pajak yang sudah ditetapkan

selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT PBB-P2.

Berdasarkan tanda bukti pendaftaran secara online

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,

digunakan oleh petugas desa/kelurahan untuk

mengambil SPPT PBB-P2 yang tercetak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Pendataan
Pasal 8
Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh BPPRD
dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP
dan/atau LSPOP.
Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh
Subjek Pajak dengan cara mengisi,

menandatangani, dan menyerahkan SPOP
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dan/atau LSPOP kepada BPPRD;

b. aktif, yaitu Pendataan oleh BPPRD dengan
menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP
melalui identifikasi Objek Pajak, verifikasi data
Objek Pajak, dan pengukuran bidang Objek Pajak
dengan mencocokkan data yang ada di BPPRD
dengan kondisi sebenamya objek dan Subjek
Pajak di lapangan;

Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib

mendaftarkan Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP

dan/atau LSPOP

SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap

serta ditandatangani dan disampaikan kepada

BPPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP

oleh Subjek Pajak.

Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada

Objek Pajak yang belum terdata dalam administrasi

pembukuan PBB-P2.

Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada Objek

Pajak yang sudah terdata dalam administrasi

pembukuan PBB-P2.

Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian

antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus
dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan
pelaksanaan pemeriksaan.

Bentuk formulir permohonan pendaftaran

objek/Subjek Pajak tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 9
Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
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Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai

berikut:

a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa kartu
tanda penduduk atau dokumen lain yang sah;

b. melampirkan fotokopi  bukti kepemilikan,
penguasaan atau pemanfaatan;

c. surat keterangan dari kepala desa/kelurahan; dan

d. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai tanda
tangan Wajib Pajak atau kuasanya

Pendataan terhadap mutasi penuh tidak

menghilangkan NOP lama.

Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk,

masing-masing penerima pecahan mendapat NOP

baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP
induk.

Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil

dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya

dihapus.

Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:

a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan
kode provinsi;

b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan
kode kabupaten;

c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7
(ketujuh) merupakan kode kecamatan;

d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10
(kesepuluh) merupakan kode desa/kelurahan;

e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13
(ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;

f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit
ke- 17 (ketujuh belas) merupakan kode urut
Objek Pajak; dan

g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode
tanda khusus.

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOP
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10
Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan
basis data PBB-P2, BPPRD dapat bekerja sama
dengan instansi yang terkait.
Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam
rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan
oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian
Pasal 11

Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh BPPRD dengan

menggunakan pendekatan penilaian yang telah

ditentukan.

Hasil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan

NJOP.

Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang
terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP
Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan

b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak
umum yang benilai tinggi atau Objek Pajak
khusus.

Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian,

meliputi:

a. pendekatan data pasar;

b. pendekatan biaya; dan/atau

c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
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Penilaian dengan pendekatan data  pasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak
yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang
sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan
melakukan beberapa penyesuaian.

Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk
penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan
biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru
dikurangi dengan penyusutan.

Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek
yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung
atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa
dalam 1 (satu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangi

dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak

pengusaha.
Paragraf 4
Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak
Pasal 12

Dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas
kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan

Bumi dan/atau Bangunan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu)
kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan
emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan

dengan kompleks Bangunan tersebut;

o

jalan tol;

kolam renang;

o o

pagar mewah;

®

tempat olahraga;

o]

taman mewah;

g. menara dan sejenisnya;
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bendungan;

tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
pipa minyak; dan

galangan kapal, dermaga;

(3) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman

(4)

mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

berikut:

a.

pagar mewah dengan harga pembuatan
Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
per meter persegi ke atas;

tempat olahraga yang dikomersialkan; dan

taman mewah dengan harga pembuatan
Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

per meter persegi ke atas dan/atau dikomersilkan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah
Objek Pajak yang:

a.

digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi
dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan;

digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,
yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh

keuntungan;

. digunakan untuk kuburan, peninggalan

purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dilaksanakan oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
dan

digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
intemasional sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 13

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun
sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.
NJOPTKP sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai
lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah
kabupaten/kota, NJOPTKP sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek
PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2
sebagai berikut:
a. untuk tarif 0,5% (nol koma lima persen adalah

sebagai berikut:

1. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena pajak sebesar Rpl,00 (satu rupiah)
sampai dengan Rpl1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) ditetapkan sebesar 20% (dua
puluh persen);

2. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena pajak sebesar Rp1.000.000.001,00 (satu
miliar satu rupiah) sampai dengan
Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus
lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar
25% (dua puluh lima persen);

3. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena pajak sebesar Rp1.250.000.001,00 (satu
miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah)
sampai dengan Rpl.500.000.000,00 (satu
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miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan
sebesar 30% (tiga puluh persen);

4. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena pajak sebesar Rp1.500.000.001,00 (satu
miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai
dengan Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh
ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan
sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

5. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena pajak sebesar Rp1.750.000.001,00 (satu
miliar tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah)
sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) ditetapkan sebesar 40% (empat
puluh persen);

6. untuk NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena pajak di atas Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) ditetapkan sebesar 60% (enam
puluh persen).

b. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2
berupa lahan produksi pangan untuk tarif 0,3%
(nol koma tiga persen) ditetapkan 25% (dua puluh
lima persen).

c. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2
berupa lahan produksi temak untuk tarif 0,1%
(nol koma satu persen) ditetapkan 70% (tujuh
puluh persen).

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan dasar dimaksud pada ayat

(1) dimaksud pada ayat (5) pengenaan sebagaimana

dengan tarif sebagaimana Pajak setelah dikurangi

NJOPTKP, dengan rumus sebagai berikut :

Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP - NJOPTKP) x Tarif

Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan

dalam SPPT.
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Pasal 14
(1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir
tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
(2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan
berdasarkan keadaan Objek Pajak pada tanggal 1

Januari.

Pasal 15

(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang dikuasai/
dimiliki/dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api Indonesia
(Persero) dikenakan PBB-P2 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang
dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh PT. Kereta Api
Indonesia (Persero) yang tidak dikenakan PBB-P2
adalah:

a. jalur kereta api yang terletak di luar stasiun
kereta api; dan
b. fasilitas operasional sarana kereta api yang

terletak di luar stasiun kereta api.

Pasal 16
(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di
kawasan industri dan real estate yang dipergunakan
untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak
dikenakan PBB P2 apabila memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. tanah dan/atau Bangunan tersebut nyata-nyata
telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan,
berm, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-
lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah,
kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), tidak
termasuk dalam pengertian ini tanah dan/atau
bangunan yang telah direncanakan dalam site
plan sebagai fasilitas umum/sarana sosial tetapi

belum dibangun atau belum selesai dibangun
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sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas
umum/sarana sosial;

b. tanah dan/atau Bangunan tersebut semata-mata
digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan
tidak untuk mencari keuntungan; dan/atau

c. tanah dan/atau Bangunan tersebut dapat
berstatus telah diserahkan oleh pengelola
kawasan industri maupun pengelola real estate
kepada Pemerintah Kabupaten.

Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2
atas fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana
diatur pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan
permohonan kepada Kepala BPPRD dengan disertai
bukti surat surat dan keterangan gambar situasi
yang diperlukan.

Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang

disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan

gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala BPPRD mengadakan Pemeriksaan

Lapangan yang dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan lapangan, untuk meneliti dan

memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Kepala BPPRD dalam mengadakan pemeriksaan

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dapat

membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan

Kepala BPPRD.

Pasal 17

Setiap petugas yang  melaksanakan kegiatan

pendaftaran,

Pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala

sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh

Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.
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Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT
Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT
Pasal 18

Kepala BPPRD atas nama Bupati menerbitkan

SPPT/SKPD/SKPDN.

SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang

telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah

dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh

Wajib Pajak.

SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :

a. pencetakan massal;

b. pencetakan biasa dalam rangka :

1. pembuatan salinan SPPT/SKPD;

2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai
tindak lanjut atas keputusan keberatan,
pengurangan atau pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;

4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.
Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama
tahun berjalan.

Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1

disampaikan kepada BPPRD dengan persyaratan

sebagai berikut:

a. surat permohonan salinan SPPT.

b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk,
kartu keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib
Pajak.

Bentuk surat  permohonan salinan SPPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)
(2)

(3)

(4)
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Pasal 19

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan

terutang Pajak untuk menetapkan besamya Pajak

terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun
Pajak.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan

tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka

penandatanganan SPPT dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan

sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah); dan

b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan
lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut:

a. bagian atas:

1.
2.

12,
13.
14.
15.
16.
17.

nomor seri formulir;

nama Pemerintah Daerah dan instansinya,
informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan
merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
jenis Pajak;

NOP;

letak Objek Pajak;

nama dan alamat Wajib Pajak;

nomor pokok Wajib Pajak;

luas Bumi dan/atau Bangunan;

. kelas Bumi dan/atau Bangunan;

. NJOP per meter persegi (m2) Bumi dan/atau

Bangunan;

total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
NJOP tidak kena Pajak;

NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
PBB-P2 terhutang;

PBB-P2 yang harus dibayar;
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18. tanggal jatuh tempo;
19. barcode;

20. tempat pembayaran; dan

2

1. penandatanganan.

b. bagian bawah:

o N O U A W N =

. barcode;

. nama Wajib Pajak;
. letak Objek Pajak;
. NOP;

. SPPT tahun/Rp;

. tanggal diterima;

. tanda tangan; dan

. hama terang.

(5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku
daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu :

a;

buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol
rupiah) sampai dengan Rpl00.000,00 (seratus
ribu rupiah);

buku II jumlah pokok ketetapan Rpl00.001,00
(seratus ribu satu rupiah) sampal dengan
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00
(ima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

buku v jumlah pokok ketetapan
Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai
dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
buku V jumlah pokok ketetapan di atas
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(6) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 20

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:



a.

(2)

(4)

30-

apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan
setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala BPPRD
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak
untuk menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP yang

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

Pasal 21

Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat memberikan

surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai

permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:

a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh BPPRD;

b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal
pengurusan persyaratan administrasi yang
membutuhkan adanya SPPT; dan

c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku
apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh BPPRD.

Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat memberikan

salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan Wajib

Pajak.

Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat memberikan

surat keterangan NJOP dan salinan

SPPT/SKPD/STPD.

Bentuk surat keterangan dan surat permohonan

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyampaian SPPT
Pasal 22
SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan

ketentuan:
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a. buku I, buku II, dan buku III sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, huruf
b, dan huruf ¢, disampaikan kepada Wajib Pajak
melalui camat, kepala desa/lurah dikecualikan
bagi SPPT menara telekomunikasi dan badan
usaha milik negara; dan

b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d, huruf e, dan
SPPT menara telekomunikasi dan/atau badan
usaha milik negara disampaikan kepada Wajib
Pajak oleh BPPRD.

(2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak

(1)

(2)

(1)

(2)

dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT,
yaitu meliputi:

a. Subjek Pajak; dan

b. Objek Pajak; dan/atau

c. NJOP.

Pasal 23
Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan
pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan
massal.
Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-
lambatnya:
a. 5 (lima) hari kerja dari camat ke kepala desa dan
kepala kelurahan; dan
b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari kepala
desa/lurah kepada Wajib Pajak.

Pasal 24
Penyampaian SPPT oleh BPPRD kepada camat
dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap
2 (dua), untuk didistribusikan kepada:
a. Kepala BPPRD; dan
b. Camat.

Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)
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dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPPRD dalam
rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:

a. camat;

b. kepala desa/lurah; dan

c. Kepala BPPRD.

Berita  acara penyampaian SPPT PBB-P2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.
Format berita acara penyampaian SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25
Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti
penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal
diterimanya SPPT tersebut.
Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam
pelaksanaan penagihan.
Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah
SPPT selanjutnya disampaikan kepada kepala
desa/lurah.
Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti
penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak,
kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi
penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan
kepada camat.
Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke BPPRD oleh
camat setiap hari kerja dengan menggunakan tanda

terima formulir SPPT.



(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

2%

Pasal 26

SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan
kepada Wajib Pajak oleh kepala desa/lurah harus
dikembalikan kepada BPPRD melalui camat dengan
berita acara pengembalian SPPT.

SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau
Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat
ditemukan.

Format berita acara  pengembalian SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran
Paragraf 1
Pembayaran
Pasal 27
PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan
oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut
BPPRD /desa/kelurahan.
Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan
menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan
NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus disetor ke Bank Persepsi atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) jatuh pada hari libur maka pembayaran
Pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(4)
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Pasal 28

Dalam rangka efisiensi penyetoran PBB-P2 dari

petugas pemungut desa/kelurahan ke Bank Persepsi

atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, pihak
desa/kelurahan :

a. membuat jadwal penerimaan PBB-P2 sekurang
kurangnya 1 (satu) minggu sekali;

b. menunjuk operator PBB-P2 desa/kelurahan
untuk melakukan input data pembayaran PBB-P2
melalui e-PBB; dan

c. operator PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
huruf b bertanggung jawab mutlak atas
penggunaan e-PBB.

Penjadwalan penerimaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan

kepada masyarakat dan dikoordinasikan dengan

BPPRD.

Pasal 29
Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan layanan
perbankan baik secara tunai maupun non tunai.
Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah
rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat
pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh
Bank Persepsi.
Bukti pembayaran /penyetoran PBB-P2 yang
diterbitkan di tempat pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagai
SSPD/STTS apabila telah dicantumkan "Approval
Code'.
Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah



(5)

(1)

(2)
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berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran [X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 30
PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat
tanggal jatuh tempo pembayaran.
Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengangsuran Pembayaran
Pasal 31

Kepala BPPRD atas permohonan Wajib Pajak setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat

memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pembayaran PBB-P2.

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan
likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan
besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancer
kurang dari 1 (satu) serta melampirkan laporan
keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT
tahunan Pajak penghasilan badan tahun
sebelumnya;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami
kesulitan keuangan, dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari kepala
desa/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak
menyelenggarakan pembukuan; atau

2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancer

terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu)



(3)
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dalam hal Wajib Pajak dimaksud
menyelenggarakan pembukuan serta
melampirkan laporan keuangan tahun
sebelumnya,

c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar
kekuasaannya, yang meliputi bencana alam,
kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Batas waktu pelunasan pengangsuran  atas

pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan paling

lama pada tanggal jatuh tempo.

Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar

setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui,

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan

menerbitkan STPD.

Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan

menggunakan SSPD PBB-P2.

Format surat permohonan pengangsuran pembayaran

dan surat persetujuan pembayaran angsuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan
Pasal 32
Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BPPRD.
Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan
informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2
sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain
yang sah dari bank tempat pembayaran.
BPPRD menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari

bank tempat pembayaran paling lambat pada tanggal



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan
Pasal 33

Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD,

SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat

teguran dan/atau surat paksa.

Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya

persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya

persuasif.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan

tugas, khususnya penandatanganan STPD, maka

penandatanganan STPD dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan
sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah); dan

b. cap dan tanda tangan basah untuk tagihan lebih
dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Penetapan SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui

tahapan:

a. BPPRD memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD
sebelum lewat jangka waktu S (lima) tahun sejak
dibayar oleh Wajib Pajak;

b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata
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kurang bayar, BPPRD menetapkan
SKPDKB/SKPDKBT;

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan
membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran PBB-P2.

(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui:

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterbitkan;
b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan dan Putusan Banding dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo
BPPRD melakukan upaya persuasif kepada Wajib
Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;

c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2
secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang
disetujui, BPPRD tetap melakukan upaya persuasif
kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2
terutang; dan

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran Pajak
secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak
disetujui, BPPRD menerbitkan surat teguran.

(3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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Bagian Keenam
Mutasi, Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif
Paragraf 1
Umum
Pasal 35

Kepala BPPRD atas nama Bupati dapat membetulkan

SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Kepala BPPRD atas permohonan Wajib Pajak secara

dapat:

a. melakukan perubahan mutasi data objek/Subjek
Pajak;

b. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang
salah;

c. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;

d. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau

e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan
kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan

atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2

berupa bunga dan denda karena:

a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau
wabah penyakit;

b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa
bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang
luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah
penyakit tanaman ataupun hama tanaman;
dan/atau

c. kondisi tertentu lainnya seperti program
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(1)

(2)

-40-

percepatan penyelesaian piutang, pemberian
stimulus untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat dan peringatan hari jadi Kabupaten
Musi Banyuasin.
Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2
Kepala ~ BPPRD dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa
bunga dan denda.
Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam rangka
percepatan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala BPPRD.

Paragraf 2
Mutasi
Pasal 36

Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan

atas data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh

jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang
mengakibatkan berubahnya objek/Subjek Pajak.

Pengajuan permohonan mutasi/perubahan

objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat diajukan secara perorangan maupun
kolektif dengan ketentuan:

a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala
BPPRD;

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus

dilampiri dengan Surat Kuasa;
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c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas,
benar, dan lengkap serta ditandatangani;

d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT
dengan ketetapan tidak lebih dari Rpl.000.000,00
(satu juta rupiah);

e. melampirkan asli SPPT tahun berjalan;

f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
dan

g. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

1. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk
pengajuan secara perseorangan;

2. fotokopi kartu tanda penduduk, Kkartu
keluarga atau identitas lainnya dari Wajib
Pajak;

3. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan

4. surat keterangan kepala desa/lurah.

Bentuk formulir permohonan mutasi/perubahan
objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 2
Pembetulan SPPT
Pasal 37

Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib
Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib
Pajak, alamat, luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan  permohonan pembetulan kepada
BPPRD.
Atas permohonan pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPPRD melakukan verifikasi
dan pembetulan.

Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6

(enam) bulan sejak diterimanya

pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan

SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan

maupun kolektif dengan ketentuan:

a. permohonan pembetulan secara perorangan harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i

setiap permohonan hanya dapat diajukan
untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat

ketetapan;

. diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia disertai alasan yang jelas;

. diajukan kepada Bupati melalui Kepala

BPPRD;

. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib

Pajak, dan dalam hal surat permohonan

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus

dilampiri dengan Surat Kuasa;

mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk

kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib

Pajak atau alamat objek atau Subjek Pajak,

sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan

karena kekeliruan memasukkan data tidak

perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan

melampirkan  bukti pendukung  sebagai

berikut:

a) surat pengantar dari Desa/Kelurahan;

b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun
berkenaan;

c) telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun
terakhir;

d) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu
keluarga atau identitas lainnya dari Wajib
Pajak;
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e) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan

f) surat keterangan kepala desa/lurah,

b. permohonan pembetulan secara kolektif harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama
dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT
dengan ketetapan tidak lebih dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia disertai alasan yang jelas;

3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala
BPPRD;

4. diajukan melalui kepala desa/lurah setempat;

5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk
kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib
Pajak atau alamat objek atau subjek saja,
sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan
karena kekeliruan memasukkan data tidak
perlu mengisi SPOP dan /atau LSPOP; dan

6. melampirkan  bukti pendukung sebagai

berikut:
a) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun
berkenaan;

b) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;

c) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu
keluarga atau identitas lainnya dari Wajib
Pajak;

d) surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) huruf b; dan

e) surat keterangan kepala desa/lurah;

c. Pembetulan SPPT secara kolektif dapat dilakukan

secara online melalui petugas desa/kelurahan
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dengan cara sebagai berikut :

1. petugas desa/kelurahan membuka website
Bpprd.mubakab.go.id;

memilih menu administrator;

memilih menu e-SPOP;

mengisi SPOP dan/atau LSPOP;

SPOP dan/ atau LSPOP yang telah diisi dengan

jelas, benar dan lengkap selanjutnya dikirim ke

ook B

BPPRD melalui aplikasi yang tersedia; dan

6. mencetak tanda bukti pendaftaran secara
online.

tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar

untuk memproses surat permohonan adalah:

1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak;
dan

2. tanggal stempel pos, dalam hal surat

permohonan disampaikan melalui pos.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan

atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak

mengandung persekongkolan antara Fiskus dan
Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan

hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang undangan terhadap

surat keputusan atau surat ketetapan sebagai

berikut:

a.
b. SKPD;
C.
d

SPPT;

STPD;

. surat keputusan pemberian pengurangan,

surat keputusan pengurangan sanksi
administratif;

Surat Keputusan Pembetulan;

Surat Keputusan Keberatan;

surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan
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i. surat keputusan pengurangan sanksi
administratif, surat keputusan penghapusan
sanksi administratif, surat keputusan
pengurangan Kketetapan pajak, atau surat
keputusan pembatalan ketetapan pajak.

Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat

permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Dalam hal permohonan  pembetulan  tidak

dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala BPPRD harus memberitahukan secara

tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pembatalan
Pasal 38
Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan
apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan
seharusnya tidak diterbitkan.
Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. data ganda Objek Pajak; dan/ atau
b. Objek Pajak tidak ditemukan.
Pengajuan permohonan pembatalan
SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara
perorangan/kolektif dengan persyaratan :
a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia;
b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD;
c. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan
ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima



-46-

ratus ribu rupiah);

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak, dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa;

e. surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk
pengajuan secara perseorangan;

f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga

atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

asli SPPT tahun yang berkenaan,;

7w

h. khusus permohonan pembatalan secara kolektif
dengan alasan objek tidak ada melampirkan surat
pernyataan dari kepala desa/lurah yang
menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan
tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek
pajak baru, baik atas nama wajib pajak semula
maupun atas nama wajib pajak lain; dan

i. surat keterangan kepala desa/lurah.

Paragraf 4
Pengurangan Ketetapan
Pasal 39

(1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat
diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau
karena sebab tertentu lainnya; dan/atau

b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab tertentu
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi

veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela
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kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang

gerilya, atau janda/dudanya,;

. Objek Pajak berupa lahan

pertanian/perikanan/petemakan yang hasilnya
sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang

pribadi yang berpenghasilan rendah;

. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi

yang penghasilannya semata-mata berasal dari
pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-

P2 sulit dipenuhi;

. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi

yang berpenghasilan rendah sehingga
kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

dan

. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi

yang berpenghasilan rendah yang NJOP
permeter perseginya meningkat akibat
perubahan lingkungan dan dampak positif

pembangunan.

. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang
Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun
Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi

kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah
longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah

penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 40

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
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diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang
terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok
Pajak ditambah dengan sanksi administratif.
SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang telah diberikan pengurangan tidak dapat
dimintakan untuk sanksi administratif.

Bentuk formulir permohonan
pengurangan/pembatalan perorangan dan kolektif
tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 dapat diberikan:

a.

(1)

(2)

sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2
yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a angka 1,
sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf
a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau
Pasal 35 ayat (3) huruf c; dan

. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-

P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan

ayat (4).
Paragraf 5
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 42

Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif diajukan secara perseorangan /kolektif.

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan
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penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
tidak dapat diajukan kembali.

Bentuk formulir permohonan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 43
Keputusan Bupati penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif dapat berupa mengabulkan
seluruhnya atau sebagian atau menolak.
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan dan Banding
Paragraf 1
Keberatan
Pasal 44

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada

Bupati atas:

a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan

b. SPPT dan SKPD.

Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan

dalam hal :

a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan
atau bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi
dan/atau Bangunan yang tercantum dalam
SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya; dan

b. terdapat perbedaan  penafsiran  peraturan
perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak
dengan Fiskus.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dapat diajukan secara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan

b. perorangan untuk SKPD.

Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan
ketetapan sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) diajukan secara perorangan atau
kolektif melalui kepala desa/lurah yang
bersangkutan.

Keberatan atas SPPT dan SKPD dengan ketetapan di
atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diajukan
oleh Wajib Pajak secara perseorangan.

Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak
terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
diterima, harus menetapkan keputusan atas
keberatan yang diajukan berdasarkan berita acara
Pemeriksaan.
Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan
tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat
Keputusan Keberatan belum diterbitkan.
Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
Pajak yang Terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Penetapan keputusan atas keberatan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada
Kepala BPPRD.

Formulir berita acara Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 46
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan
penagihan Pajak.
Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan
perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala BPPRD
menerbitkan SPPT /SKPD baru berdasarkan
keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh
tempo pembayaran.
SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak bisa diajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding
Pasal 47
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu)

bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 48
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada
Bupati dalam hal:
a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari
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yang seharusnya terutang;

b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak
seharusnya terutang; dan

c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b adalah Pajak yang masih harus
dibayar termasuk sanksi administratif berupa
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum
dalam surat Kketetapan pajak atau surat
sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-
undangan perpajakan.

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :

a. perubahan peraturan,

o

. surat keputusan pemberian pengurangan;

surat keputusan penyelesaian keberatan,;

a o

. kesalahan penetapan;

kekeliruan pembayaran; dan

-0

keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan melampirkan  sekurang-

kurangnya:

a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan

b. STPD.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan

pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan :

a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar
ternyata lebih besar dari yang seharusnya
terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan
jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan

c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar
ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang
seharusnya terutang.

Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
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diterbitkannya SKPDLB.

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan  SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilimpahkan kepada Kepala BPPRD.

(7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang Pajak lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut
dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan
terutang.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kesembilan
Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/
Saat Jatuh Tempo
Pasal 50

(1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat
menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo
pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya
SPPT.

(2) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda
tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena
sebab-sebab tertentu.

(3) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo
pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh tempo
pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat dilimpahkan kepada Kepala BPPRD.

(4) Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh
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tempo pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan permohonan tanggal jatuh tempo
pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Informasi
Pasal 51
Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang

berhubungan dengan pelaksanaan PBB-P2.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 52

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak
dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah
kedaluwarsa.

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
berdasarkan usulan Kepala BPPRD.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. jumlah piutang Pajak;

c. Tahun Pajak;dan

d. alasan penghapusan piutang Pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:

a. SPPT;

b. SKPD;

c. STPD;dan

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan  Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar
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bertambah.

Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang

menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :

a.

Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak
dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan harta warisan dan tidak
mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat
ditemukan;

Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak
mempunyai harta kekayaan lagi;

tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek
Pajak sudah tutup;

hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa;atau

Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab
lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat
ditemukan lagi atau dokumen sebagai dasar
penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat
ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak
dapat dihindarkan seperti bencana alam,

kebakaran dan lain sebagainya.

Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data
tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin

ditagih lagi disebabkan :

a.

bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi,
komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau
pihak lain yang dibebani untuk melakukan
pemberesan atau likuidator atau kurator tidak

dapat ditemukan;

. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak

memiliki harta kekayaan lagi;

penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan
dengan penyampaian salinan surat paksa kepada
pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan

negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung
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maupun dengan menempelkan pada papan
pengumuman atau media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah
kedaluwarsa; atau

e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 53
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau
piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin
ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1), wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau
Pemeriksaan administrasi oleh BPPRD yang hasilnya
dibuat uraian Pemeriksaan.
Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak
dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar
untuk menentukan besamya piutang Pajak yang
tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk
dihapus.
Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus
setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
BPPRD menyusun daftar usulan penghapusan
piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan
menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada

Bupati.

BAB V
PEMERIKSAAN

Pasal 54
Kepala BPPRD berwenang melakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
PBB P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
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kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:

a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan
objek pajaknya dengan benar; dan

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2
selain permohonan karena keputusan keberatan,
putusan banding, putusan peninjauan kembali,
keputusan pengurangan, atau keputusan lain,
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-
P2.

Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan

atas 1 (satu) Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-

tahun sebelumnya.

Pasal 55
Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor
dan/atau Pemeriksaan Lapangan.
Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak
tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP
ditandatangani.
Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung
sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal
LHP ditandatangani.
Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan
memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan
atas permohonan pengembalian kelebihan

pembayaran.

Pasal 56
Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP
dan didokumentasikan dengan baik.
LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
a. SKPD; dan
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b. SKPDLB.

(3) Bentuk format LHP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 57
(1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar
pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang
telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker
dan/atau pemasangan banner yang menyatakan
bahwa
"Tanah dan Bangunan Belum Dilunasi PBB-P2 nya".
(2) Bentuk stiker dan/atau banner sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

Bentuk surat keterangan dari kepala desa/kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d,
Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 9 ayat (2) huruf c, Pasal
36 ayat (2) huruf f nomor (3), Pasal 37 ayat (3) huruf a
nomor (6) huruf e, dan Pasal 37 ayat (3) huruf b nomor
(6) huruf e tercantum dalam Lampiran XXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjung

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
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Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2013 Nomor 343) Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012
tentang Petunjung Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam
Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 60
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.
PARAF / Ditetapkan di Sekayu.
Pada tanggal = Jul 2024
Selusnis Daeial "f, Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,
Asisten Administrasi f
Umum
Kepala Badan Pengelola ‘\'
Pajak dan Retribusi Daerah H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 Jul 2024

SEKRHETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 33
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tih, Kepale Dinas Pendepatan, Pengelcisan Keuangan dan Asel Dasran
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i

Yang berianda (ange dibaw hini:
Nama :
éiamat
Sebagal Wajib Pajak / Kuasa } PBE atas Obick Paisk yangterletak di:
iatan !
Kelurahan 3
{ecamatan :
Kabupaien : Musi Banyugsin
N.C.P. ¢
SPET / SKP Tahun
Tanggal Terima SPPT / SKP
Dengan ini mengajukan keperatan atas SPPT / 3kP tersebut dengan aiasan
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i, Bumi 3 emsasnsinneieiisiisasise T B Blosusesvnns wevmmenet ~fmMZ=Re ;
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Bersama surat ini dilampirkan pula @

Eovtokopi KTR/SIM/PASPORT/KK/tcentitas sinnya dari Walic Pajak dar ztau Kuasa®)
Fotokopi SPPT/SKP tahun berjalan Obiek Paiak yang diajukan permaohicnan.

Fotckopi Seriifiket Taneh dan Sural Ul dam atau Bukil = hukdl pendukung iginnya
sehubungan dengan zlasan pengajuan keperatan.
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Sebagal Wajlb Palak / Kuasa *) BPHTE ates
Jzizn :
C=jurahan :
Eacamatan 3
Kabupaten : Musi Bapyuasin
N.O.P. 4
SPPT / SKP Tahun
Tangaal Terima SPPT / SKP
Dengan ini mengsjukan keperatan atas BPHTE
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Barsama surat ini dilampirkan puls
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Blanko Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar
(SKPDLB)

SKPDLB - o T

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar )

Masa Pajak :
DPPKAD - KAB. MUBA! Tahun

Nama

Alamat

NPWPD :

Tangga! Jatuh Tempo :

|. Berdasarkan Undang - Undang No.1 Tahun 2022 Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain
Atas Pelaksanaan Kewajiban :

Kode Rekening
Nama PajaK

Il. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumiah Yang Masih
Harus Dibayar Adalah Sebagai Berikut :
1. Dasar Pengenaan RBU oomnrisisiimm o
2. Pajak Yang Terhutang BDisssamsmsmsanaan
3. Kredit Pajak :

a. Seioran yang diiakukaii Rp..

b. Lain -lain (] T

c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun o ——

yang akan datang/hutang pajak

d. Jumiah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c) BRD.ssmswsmmomssmgnes
4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) R m——
5. Sanksi Administrasi :

a. Bunga RD e,

D. Kenaikan Bt

¢. Jumiah Sanksi Adminstrasi (a+b) (33 JOUUUU O
6. Jumlah yang Masih Harus Dibayar (4+5¢) RP.ieeiiiiiiei,

Dengan Huruf ]

PERHATIAN :
Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Umurn Daerah Kab. Muba dengan menggunakan SPM -
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menerhitkan SP2D.

Sekayu,
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kab.Musi Banyuasin,

(oo e, )
No.SKPDLB .. o
TANDA TERIMA
NPWPD
NAMA
ALAMAT

Yang Menerima,

—
~




" . ,SKPIB . L No. Urut
(Surat Ketetapan Fajak vacran)
) Tahun ..o ‘ 1
BPPRD - KAB.MUBA

NAMA

ALAMAT

NPWPD

JATUH TEMPO

1. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati No.
Tahun 2024
Kode Rekening ;o 4441301

Nama Pajak . BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Il Dari Pemeriksaan atau Keterangan iain tersebut diaias, Perhitungan juiniah yang masih harus dibayar adalah
sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Luas Bumi : M2 X NJOP PBB/M® : Rp. Rp.
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) (Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp.
4. Pajak yang terhutang/ BPHTB yang harus di bayar 5% Rp.
5. BPHTB yang sudah di bayar Rp.
6. BPHTB yang belum di bayar (4-5) Rp.
7. Sanksi Administrasi

a. Bunga Rp. -

b. Kenaikan Rp. -

¢. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b) Rp. -

Rp. -

8. BPHTB yang masih harus dibayar (8-7c) Rp. =

Dengan Huruf :

BEmIIATIAN .
PRI m e W )

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Umum Daerah Kab Muba Rekening No. 149-30-
00001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. 2% per bulan

Sekayu, 20
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

MODEL : DPD - 10A Stasmg 10
K
No. Urut:
TANDA TERIMA

NPWPD

NAMA

ALAMAT

..................... R | B

Yang Menerima,




SKPDKB N
R (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
ST Tahun ...coemcossesess
BPPRD - KAB.MUBA
NAMA
ALAMAT
NPWPD :
JATUH TEMPO : :
I Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Peraturan Dasrah No. 8 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati No.

Tahun 2024
Kode Rekening ;4141301

Nama Pajak - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Il. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut :

[\

1. Dasar Pengenaan Luas Bumi : M? X NJOP PBB/M” : Rp. Luas Rp.
Bangunan : M2 X NJOP/M2 :
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) (Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) Rp.
4. Pajak yang teihutang/ BPVITB yang harus dibayar 5% Rp
5. BPHTB yang sudah di bayar Rp.
8. BPHTB yang belum di bayar (4-5) Rp.
7. Sanksi Administrasi

a. Bunga Rp. -

b. Kenaikan Rp. -

¢. Jumliah Sanksi Administrasi (a+b) Rp. s

Rp. -

8. BPHTB yang masih harus dibayar (6-7¢) Rp. .

Dengan Huruf :

o
e

1 Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Umum Daerah Kab. Muba Rekening No. 149-30-
00001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2 Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp. 2% per bulan

Sekayuy, 20000
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

MODEL : DPD - 10A Slacuny 10
<
1 No. Urut:
TANDA TERIMA

NPWPD
NAMA
ALAMAT

..................... suwipmasaess 2Qvas

Yang Menecrima,




[(skPDN) |

SKPDN No. Urut
(Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

Masa Pajak
DPPKAD - KAB. MUBA| Tahun : oy
Nama
Alamat
NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo :

| Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Telah Dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain
Atas Pelaksanaan Kewajiban :

Kode Rekening
Nama Pajak

il. Dari Pemeriksaan Atau Keterangan Lain Tersebut Diatas, Penghitungan Jumlah Yang Masih
Harus Dibayar Adalah Sebagai Berikut :
1. Dasar Pengenaan B ... sxmonsrmmsas iimiiEae
2. Pajak Yang Terhutang R :os0uimassmssi e
3. Kredit Pajak :
a. Kompensasi Dari Kelebihan Sebelumnya  Rp ..o

b. Setoran Yang Dilakukan R ..oom i sspsisessss
¢. Lain - Lain RP v ssmmunemisns
d. STP ( Pokok) BB ssmnsmnemssamsvsion
e. Jumlah Yang Dapat Dikreditkan (a+b+c+d) o
4. Jumlah yang Masih Harus Dibayar (2+3e) BB ocinssssussssnys s
Sekayu,

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kab.Musi Banyuasin,

€ woiios simmasas bR RS )
NOSBKPDN  ....cvuvmmnsise
TANDA TERIMA
NPWPD
NAMA
ALAMAT




Noinor TR N —

Lampiran T RaT s Srvn e ma e A N A SRR SE

Perihal : Permohonan Keberatan atas BPHTB
Tahun Pajak .............

Yth, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin
di Sekayu.

Yang bertanda tanga dubawah ini:

Nama

Alamat

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa ") BPHTB atas Objek Pajak yang terletak di :
Jalan

Kelurahan

Kecamatan .

Kabupaten : Musi Banyuasin

N. O. P. :

SPPT / SKP Tahun

Tanggal Terima SPPT / SKP

Dengan ini mengajukan keberatan atas BPHTB tersebut dengan alasan :

AR R O T SR e e S SRR AR R SRR A B A R A A B A s ER s
RO NEF5Si b shmsanasass asmensaxmamseSSasmY 3 N R A R SR SRR ST B
- R —————————— T p——————— P
Menurut perhltungan kami ketetapan PBB tahun ............ adalah sebagai berikut :

7. Bumi . ARG M2 X RP. eeeroeenreneasnnnnonenas , M2 =R s vemssmmisgsio
8. Bangunan -SRI M2 X BB vevmnnmsnmaas [ M2=RP i,
9. NJOP (1+2) O ——— M2 X BPs sivisisiinsssismnsnesnons [ M2=RP. e
10. NPOPTKP ! SRR R senten MZ X BP.ie-crserernnsscasvosammssons F 2w Rp..couumpmsimmuipinase
11, NPOPKP (3-4) oo, B2 K BB samsisisssinisnnormsmmens [ M2 =RP. vovrnereerireanerannens
12. BPHTB terutang (5% X NPKOP) ] —————

Bersama surat ini dilampirkan pula :

8.  Fotokopi KTP/SIM/PASPORT/KK/Identitas lainnya dari Wajib Pajak dan atau Kuasa*)

9.  Fotokopi SPPT/SKP tahun berjalan Objek Pajak yang diajukan permohonan.

10. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Surat Ukur dan atau Bukti — bukti pendukung lainnva
sehubungan dengan alasan pengajuan keberatan.

11. Fotokopi IMB (izin Mendirikan Bangunan).

12. SPOP dan LSPOP yang sudah diisin dan ditandan tangani.

13. Fotokopi Rekening Listrik, Telepon dan Air.
14,

..............................................................................................................................................

Demikian surat permohonan ini saya buat sebagai bahan pertimbangan pemberian
pengurangan PBB,

.........................................................

Pemonhon,

----------------------------------------------------------------------

*) Coret yang tidak periu.
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KOP LURAK!I DESA

AAT KETERANGAN
3.\2

i'»,iC‘?’??f}t ....... /-r..--;e ividesess.

Yang bertanda fanagn di pawah inl wurah/ Kades . ...

Dengan ini menarangian:
Nama

MK

janis dalamin

Tempal’ Tanges! jakic
Aamat

Bahwsz benar nama tersebut di atas memilid sobida 1 tanal cerdasarkan Sumst

Fengakuar Haic (8P an Sinr e o HOIDSE Lo mmons I A
Yangterletak di i ... . BTEW | uey Desa ... Kac.... Kab. Musi B Banvuasin

Bahwa tanah tersshut ot 4tz belum memilik Paiak Bumidan 8 angunan (PREY

Surat keterangan ini ikami berlap U ferighapt sziah saiu persyaratan
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BEMERINTAM RARRPRTER MUESY SANYUASIN
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Bapils + D, St T R o
Perihal : Permohonan Penghapusan 51

Yth, Kepalz Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retri
ialan Kolonel Wabid Udin Lk, | Kol Serasan laya 5{3

Kahuoster Mos! Banvuasin

Yang bartanda tanga d"'&\&i"‘? fni
Nema
Ajamat :
Sebagal Wajib Pajak / Kuasa *) PBE ates Cojek Pajak vangterietak di

Name f

Alamat :

lalen E

{eiurahan s

Kecarmmaten

Katwpaten : Musi Banyuasin

Dengan In! mengalukan Penghapusar

Bumi Bangunan Nomor O;,.a::. R jai: :
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ﬂ
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L- R T T T

-
7

Eersmacitesnaitrnaaia Rt e A Lt ST T T T TV VT TN 1T Y (R s
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PEMERINTAH KABUPATEN HUSI BANYUASIN Ne.Formulir FT 1T T T T[T T[]
BADAN PENGELOLA PAAY DAR RETRIBUSI DAERAH Sofan yang e h pluges (agian Y
diisi oleh wajib paja

SURAT PEMBERITAHUAN ORJEK PAJAK Beri tanda silang ada kolom yang sesuai

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

1. JENIS TRANSAKSI D 1. Perekaman Data D 2. Pemutakhiran Data B 3. Penghapusan Data
PR DTl KEC KEL/DES BLOK NOURUT KODE
2. NOP (171 O O OO IO 011 1

s wopeemsan [ 11 [0 OO OO OO0 OO O

o voreersaMA [T [T] [0 [0 [ IO O

5. NOPSPPTLAMAD:] (L LLL]

8. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelolz 4, Pemakai 5. Sengketa
7. Pekerjaan 1. PN§ %) 2.ABRI ™) 3. Pensiunan *) 4. Badan 5. Lainnya

8. NAMA SUBJEK PAJAK 9. NJOP
EEEEEEEEEEEENRENEEENENEEEE NN RN NN NN NN
10. NAMA JALAN 11. BLOK/KV/NOMOR

AN ERENEEEREENNEERRENEEREERNEENINNENNEREERREENNE
12. KELURAHAN / DESA 13. RW 14. RT
IEEEEREEERNENERRENERRREREREE [ LT

13. KABUPATEN/KOTA MADYA - KCDE POS

EEEREEEERNRRRERANRRENREREREN

INENEENAERNEENE NG

EENEEREEEEERERNRRRENRRNNNEN BN EEN
22. KECAMATAN
ERENEREENNENNEN NN

e DAMATEARUEANG OBJERPAIAK =1 0 T
17. NAMA JALAN 18_ BLOK/KAV/NOMOR
IEREEENEENEERERENNENERNNEENEANESEREURNENERERAREEDY
19, KELURAHAN / DESA 13. RW 14.RT

!

1
ssruasTanan LTI 24, ZONA NILAT TANAH
M)
25. JENIS TANAH D 1. TANAH + D 2. KAVLING D 3. TANAH D 4. FASILITAS
BANGUNAN SIAP BANGUN KOSONG - UMUM

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan




t
i
i

26, JUMLAH BANGUNAN [ [ [ |

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam form

ulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas

dan lengkap menurut keadaan yang sebenamya. sesuai dengan Pasal 83 Ayat (2) undang-undang No. 28 Tahun 2009

dan Perda No. 9 Tahun 2011 Bab VI Pasal 11 Ayat (2)

27. NAMA SUBJEK PAJAK/ 28. TANGGAL 29. TANDA TANGAN

KUASANYA

- Dalam hal bertindak sefaku kuasa surat kiiasa narap dilampirkan

- Dalam hal Subisk Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak. supaya menggambarkan SketDenan Lokasi Objek Pajak

'

- Batas Waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari ssjak diterima oleh Subjek Pajak sesuai dengan pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun1985

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
30. TGLBLN/THN (T /000700 | 30 TGUBLNTHN HEFiRET AN
31, TANDATANGAN 31. TANDA TANGAN

32, NAMA JELAS 32, NAMA JELAS

33. NIP 33. NiP

SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN :

Gambarkan sket/denah lokasi Objek Pajak (Tanpa Skala yang
dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan
dan lain-lain. tang mudah diketahui oleh umum

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebeiah utara, selatan, timur
dan barat

Contoh Penagambarar

n

JI. Kelinci

Karno

Ali

Burhan

JI. Semeru

Saidi




A

LAMPiﬁAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK | ve.rormunr [T [TTT1[TT]

1. Perekaman Data [] 2. Pemutakhiran Data [ | 3, Pemutakhiran Data
4, Penilaian Individual

PR DIl KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE 3.JUMLAHBNG [ ll]J

2.NOP ] [0 OO0 O30 OO0 [OTT] [0  4BANGUNANKE [TT]

A RINCIANDAMA BANGUNAN

1. JENIS TRANSAKSI

BANGUNAN oz

e ———

5.JNSPENGGUNAAN [ | 1. Perumahan [] 2. Perkantoran Swasta [] 3. Pabrik
BANGUNAN [] 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko [ | 5. Rumah Sakit/Klinik [] 6. Olah Raga/Rekreasi
D 7. Hotel/Wisma D 8. Bengkel/Gudang /Pertanian D 9. Gedung Pemerintah
[] i0.Laln-lain [T} 11. Bng Tidak Kena Pajak [] 12. Bangunan Parkir
[] 13. Apartemen [] 14. Pompa Bensin [] 15. Tangki Minyak

L] 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN [TTTTITTIT 1 7. JUMLAH LANTAI 11
Mz)
8, THNDIBANGUN L[L11]
9. THNDIRENOVAST [ 11 1] 1. DAYA LISTRIK EENEERRERE
TERPASANG (WATT)
11. KONDISI PADA [] 1. sangat ] 2. Baik [1 2. .sedang [ 4.Jelek
UMUMNVA Balk
12. KONSTRUKSI [] 1. Baja [] 2. Beton 0] s.BauBam [ 4 Kayu
13, ATAP [ 1.Kaca/beion/ [] 2.GigBeton/ [ | 3.GtgBiasa/ [] 4.Asbes []s.seng
 GtgGlazur Aluminium Sirap
14. DINDING [ 1.Kaca/ [ 2. Beton BatuBata/ [] Kayu []5 Seng 6. Tidak Ada
Aluminium
15. LANTAF D 1. Marmer D 2. Koramile D 3. Teraso D 4. Ubin PC/ D 5. Semen
Papan
16.LANGITLANGIT  [] 1.Akustik/  []2. Papan /Triplek [ |3. Tidak Ada
Jat
17. JUMLAH AC (1] spiit [1] window | 18. AC Sentral [] 1. Ada (] 2.Tidak Ada
19. LUAS KOLAM [TTT11 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENAN
ahi [] 1. Diplester [ ] 2. Dengan LLTTT]Ringan Biun Ringan
Pelapis D:[:]___D Sedang ED:D Sedang Penutup
Lantai
21, JUMLAH DGN LAMPU TNP LAMPU | 22, JUMLAH LIFT 23, JUMLAH TANGGA
LAPANGAN (L] Beton [ [ [ | Penumpang BERJALAN
TENIS [1] aspat ] [ 1] Kapsu Lbr< 9,80 M 1
e T 30 4 o i
[ 1] Temahiiat/ [} | Barang - Lbr > 0,80 M (1]
Rumput
24. l;ANlANG PAGAR g:[ﬂ - 25.PEMADAM  []1.Hydrant []1.Ada [ ] 1. Tidak Ada
T 2-Bata/ |  KEBAKARAN [ |z, Sprinicer[ ]2, Ada [ ] 2, Tidak Ada
BAHAN PAGAR Bataiko LI3.Fireal []3 Adall3 TidakAda
26.JML.SALURAN [ [ [ ] 27. KEDALAMANSUMUR [ [ [ ]|

PES PABX ARTESIS (M)




¢ AT TAMBATAN VN U =576

| [ PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/6)

DINDING (M)
D DATA TAMBAIAN UABUR BANGUNAN NON - STANDARD

LANTAI (Kg/MZ)

[] PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (i#B=2/9)
33. KELAS BANGUNAN [1.Relas1 [J2.Kelas2 [13.Kelas3 [J4.Kelas4

GGI KOLOM (M) [ 1| 29. LEBAR BENTANG (M)
28. TINGGI KOLOM (M) | 1| 25.LEBAR Tl

31. KELILING 32. LUAS MEZZANINE
30. DAYA DUKUNG (1111 T =

HEEN

[] TORO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)
34. KELAS BANGUNAN [l 1.Kelasi [J 2.Kelas2 [] 3.Kelas3

] RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)
35. KELAS BANGUNAN O1.Kelas1 []2.Kelas2 []3.Kelas3  4.Kelas4
36. LUAS KMR DGN 37. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL (M2) EEEE AC SENTRAL (M2)

[] OLAHRAGA/REKREASI (JPB=6)
38. KELAS BANGUNAN [] 1.Kelas1 []2.Kelas2

[ ] HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL [ 1. Nom-Resort ] 2. Resort
40. JML BINTANG [ 1i.Bintang 5 []2.Bintang4 []3.Bintang3 [J4.Bintang2 5.Non Bintang
41. JUMLAH KAMAR [TT]] 42-LUASKMRDGN  [TTT] 43.LSRUANG LAINDNG

' AC SENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

D RANCUNAN PARKIR (TPR

............... { }

-12
44. TIPE O1Tipe4 [J2.Tipe3 [3.Tipez [J4. Tipe1

[] APARTEMEN (JPB-13)

45.KELASBANGUNAN [ 1.Relas1 [J 2.Kelas2 [J 3.Kelas3 [] 4. Kelas4

Afn TRAT A B TITAT ADT MR

46, ML APARTEMEN LUAS APT DNG EEEE
AC SENTRAL (M2} AC SENTRAL (M2)

48. LS RUANG LAIN DNG

LIIT]

[] TANGKIMINYAK (JPB-15)

Tanak Tanal

49.KAPASITASTANGKI ~ [TT1] 50.LETAKTANGKI  [] 1.DiAtas  [] 1.Di Bawah

[] GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)
51. KELAS BANGUNAN [] 1.Kelas1 [J 2. Kelas2

PETUGAS PENDATA
54. TGL. KUNJUNG
e R RRVINR
55.TGL.PENDATAAN [ J/[11/[T] 39.TGL PENELITIAN [11/[T]
56. TANDA TANGAN 60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS _ 51, NAMA JELAS

58 NIP 62.NIP




LEMBAR PENGAWASAN PEMROSESAN
BERKAS PELAYANAN

NAMA WAJIB PAJAK :. SR — wese  NMOMOR PELAYANAN  enmsronsnma RS S,
LETAK OBIEK PAJAK ’ A - NOMOR OBIEIC PAJAK (NOP) 1 .unsieasuassiorssssnsssnsassonssnensensan
I | PST Diterima oleh Y T AT T e TGL. PARAF
Diperiksa oleh & oo s} TOL PARAF
Diperiksa olgh  + roreereersrsssmsmsmim s TGL. PARAF
Dikirim oleh . vassar iRy LA A TSR SRR e TGL. PARAF

CATATAN DAN PARAF KOORDINATOR

.......................................................................................................................................................................
T T A T L T T e R

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II | SEKSI Diterima oleh R s R e s ] ™  Romexd TGL. PARAF
Diperiksa olen SOOI 201> 2 S~ TGL. PARAF
Diperiksa oleh 2 sescesivaseaes e e W B R TGL, PARAF
Dikirim oleh R e P ST I > TGL. PARAF
CATATAN DAN PARAF KOORDINATOR
11 | SEKSI Diterima oleh El oo e R Snonauney ous TGL. PARAF
Dipsriksa oleh T T ——— . 1 TGL. BPARAF
Dipenksa oieh R R S R e eaNass TGL. _ PARAF
Dikll’lm OIEh : .......................................................... cosesce TGL. PAR‘AF
CATATAN DAN PARAF KOORDINATOR
1Y | SEKST Diterima oleh N N s L e e e TGL. PARAF
50s 0 e R RS — TGL. PARAF
Dipeﬁksa olgh o wenesayeiiiirie it RS S AT SE TR Nk NG s TGL. PARAF
Dikirim oleh = S A TSI SRS A RPN ATR R jaeaees TGL. PARAF
CATATAN DAN PARAF KOORDINATOR
v | PST Diterima ole B oo TGL. PARAF
Dicatat Dalam Buku
- Agenda penerimaan berkas oleh e TGL. PARAF
- Pelayanan oleh e aapR e e e
- Register hasil keluaran oleh L SRS — TGL. PARAF
Diserahkan kepada .
- Wallb Pajak TGL. PARAF
- Sub Bag TU untuk dikirim ke wajib pajak =
- Seksi teknis terkait - RARAF
TGL. PARAF

CATATAN : Apabila Ruang Catatan tidak mencukupi agar mempergunakan lembar tambahan.




- FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK PBB
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

1. Kol. Wahid Udin LK. VI Serasan Jaya Sekayu
Telp. 0714 321119

4. JEMIS PELAYANAN

. NO. PELAYANAN ;

2. TGL. PENERIMAAN : CEA T 17
3. TGL SELESAI (Perkivan): [ | [T | 1]

[
R

[] 1. Pendaftaran Data Baru
[] 4. Pembatalan SPPT/SKP
[ ] 7. Keberatan atas pajak

D 2. Mutasi 0/S
D 5. Salinan SPPT
E] 8. Pengurangan atas

[0 3.Pembetulan SPPT/SKP/ST
D 6. Keberatan Peliuniuk WP
[J 9. Retitusi & Kompensasi

terhutang besarnya pajak terhutang [ 12, Penundaan tangga!
[ ] 10. Pengurangan Denda (] 11. Penentuan Kembali jatuh tempo SPOP
Administrasi tanggal jatuh tempo
D 13. Pemberian Informasi PBB
PR KT KEC KEL BLOK URUT #
S P bd et t11A |

it [

AL DATA WA, OBJERPAJAK DANKETERANGAN

6. NAMA WAJIB PAJAK
7. LETAK OBJEK PAJAK

8. KETERANGAN

B PENERIMAAN RERKAS

9. DOKUMEN DILAMPIRKAN  Beri tanda (x) pada kotak yang tersedia untuk setiap dokumen yang diserahkan

dan (%) untuk yang tidak. Setiap coretan harus dibubuhi paraf oleh kedua
D 5. Fotocopy IMB D 9. Fotocopy SK Pengurangan

[] 2. surat Kuasa [] 6. Fotocopy Akta Jual-Beli/Hiba [ | 10. Fotocopy SK Keberatan

3. Fotocopy KTP WP [17. Fotocopy SK Pensiun |:| 11. Fotocopy SKPP PBB

[] 4. Fotocapy Sertifikat Tanah [ 8. Fotocopy SPPT/STTS [J 12. Fotocopy SPKP PBB

D 1. Pengajuan Permohonan

10. CATATAN

x """""""""""""""""""" Gunting disini

BPPRD KAB. MUBA 11. NO. PELAYAN :
TANDA PEDAFTARAN 12. TGL. PENERIMAAN : LI AT A1 ]
PELAVANAN 13. TGL. SELESAI (Perkiraan): [ [ [ZT [ [T 1|
14, PETUGAS PENERIMAAN BERKAS
15, URUSAN :
NI

iél CATATAN : cogssdesones t0e2000088200000




17. NOP KEC KEL

[I] ELI LI Ll

BLOK URUT  # 13, JUMLAH T

IO OO0 O SPOP + LKPP

S T D RS L AN R E R MO O NANGS e

19, NO. SURAT PERMOHONAN HEENAENERNREEERERN

20, NO. BERITA ACARA PENELITIAN [T T

22, UNTUK TAHUN [[[]j
PAJAK

24, BESAR NN
PENGURANGAN

28, POKOK EEEEENEEREEE
KETETAPAN (Rp)

27. UNTUK/DARI R
TAHUN PAJAK

21. PERMOHONAN DISETUJUI [ ] 1.YA D 2. TIDAK

——— ——D-RENGURANGONDAN-RBEMBEBASAN-——— e

23. PENGURANGAN ] 1.va [] 2. TipAK
ATAS DENDA ADM

25. PENGURANGAN TETAP [ | 1.YA [ 2. TIDAK

* . PEMBERIAN RESTITUSI/KOMEENSASI

28. BATAL SPMKPNO. [T TH [T[T]

30.JUMLAHRUPIAH EEENFREREREN
T . UPENERBITAN/PEMEATAVANSURATTAGITAN PBB 0

31. TERBIT TAGIHAN [[ [ ]
TAHUN PAJAK _
33. JENIS []1.sPPT []2.SKP []3.SKP
35. TEMBAT PEMBAYARAN

29. KOMP UNTUKNoP [ 11 [T [T [T 17 [IT1J 1111 7

32. BATAL TAGIHAN
TAHUN PAJAK
34.JATUHTEMPO [ [T LA T
36. KODE TP

HILIHIHHLLLHHHHIIHIIIHII

39. KEPALA SEKSI _
PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI

41. NiR

42, DOKUMEN DISERAHKAN [ ] 1.SPPT/SKP/STP

[]2.sk Pengurangan
[J 5.SPMKP PBB

GUIDENTITAS PE HP\I BERWE: NA‘\J(“ e

37. TANGGAL ERZEZEN
38. KEPALA SEKSI TEKNIS/
KOORDINATOR TEMPAT PELAYANAN

40. NIR

- PENYERAHAN-DOKUMEN KELUARAN

[] 2.SK Keberatan
[] 4. skxe pER

43. TANGGAL AT

44, WAJIB PAJAK/KUASA SP




Nomor § Kepada : cab. Mube
Lampiran : Yth. Kepada BPPRD Kab. Mu
Peri:al 5 wanein A RSB AR R SRR Cq. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
di -

............................................ —
Saya yang berfanda tangan dibawah ini:
- Nama P S E G e SRR REREP R Eas R A BERE A AN ;
- Pekerjaan e = e B SR 1 SRR 3t S
- Alamat R T S A A e R T S B R e S mim e S A e R R S R e S S A S A e A S S G R S A
- No. Te{emn L R R R A R T e e s e AR
Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak*) atas tanah / bangunan :
- NOP A S SR G o SRR TR H IR S ioaneaas sennesaes s assmesass s s e
>~y Teﬂemk d' Jalan : EoOGOs R DINEPRUPDOO 000 US2EESDRS0D0CA0RENEDEODUNRUDRSROCSBECDABANEDDRAEDS abscoonRpARCREATEEEORESRRIENTORDO0RERS
- Lrg/Gg/Nomor PR A A TR R RN S B YN AN S AU GBS
- RT/RW/Desa A —— PR SRR S —
3 Kecamatan o o L e T e ¥ s cssscsnooaeec UTeNE00AI0UANNGREDUE000NUNIRCAOLAEOCERDS
 RORIPBIEN JKOMA 1 o iimmusssssnsaasmsmsmsmnansnsurenssonevsnassenmenms sssssssis e RS SRR AR SR S SRR
- ASNaMaWP 1 st et e eeeae s nan e s e se e e eeene
gl [ e R
Dengan ini mengajukan **):
} ,' Penertiban SPPT PBB ahun eeeeeneeceneees 5 — atas lanan / bangunan itsb di aias sesuai

i

]

]

5

dengan SPOP yang telah 'diisi dengan benar, jelas dan iengkap serta ditandatangani yang belum
dikenakan PBB dengan penjelasan seperti tersebut di bawah ini:

Permohonaii perubalian nama Wejib Pajak ( mutasi subjek pajak ) pada SPPT  PBB tahun No dari

......................... menjadi......dengan ...................... penjelasan
seperti tersebut dibawah ini:
Bermehonan pembetulan SPPT PBB tahiit..ssseeeeisscossrsans s S———— Karena adanya

kesalahan seperti tersebut dibawah ini:

Permohonan pembetulan SPPT PBB tahun..................... B s e karena adanya
kesalahan seperti tersebut dibawah Ini:

Keberatan terhadap besamya pajak yang terhiitang dalam SPPT PBB tBhUN..ccueuecreeenesessseescensnsnn,
I SEbeSAr RD cuieeeremreecececeeeeeeerenn, ( Photo copy terlampir) yang diterima

pada @nggal ..iusssssssssssnns dENGAN  alasan dan bukti pendukung seperti tersebut dibawah ini.

Permohonan Restitusi/Kompensasi PBR/BPHTR tahun

---------------------------------------------------------------------



Alasan dan penjelasan mengenai permohonan tersebut :

EEE ST E RN EE RS RNl FECOTI TR B N0 TIT )P RITEIEAINTCIRRIATeRNNIETINNNINIENIONTIIRT 9esscscovesnee posdvone 9C100800TUR990000CANITNPENE000TOORRIaTOARDRERTREDT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------- S EGaN00C000NIP00ITI0R0PNRNAEIITEIRDP00CANAD0DITPEB0TDEDIUSETE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4400000000 000000290600008R0N000D0PUNP0CATRA0EIREES
---------------------------------------------------------------------------------------- [ERE YN} 400065000 PPOUIsE000TAN0NG00E000IDIEs0IBRicErPIOVITIIUTRTRERASETS
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 00060 sC0CeaT0aNINDE000000000009IS0NN00NS2000008IN0EP0eERCOITVETS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20E0IIIO YO0 TINCTIOGIINITUUEDNNCI0CONENI00RERARTET0S
------------------------------------------------------------------------------------------ P30 000NIEPET00000000800e000000F0NCOBSEII0080rCe00000ENIIIN0ROE0Ts0EsNaD
--------------------------------------------------------------------------- PB3300042800T I RO0E0aIeIOCEOE0SO0D00TIINsODNNENNN00NCrIN0INEODE0OTR00N00RAE0R0IDE00CS

Sebagai pendukung alasan / keterangan tersebut di atas bersama ini saya lampirkan ***)

Surat kuasa bermaterai;

Photo copy KTP;

Photo copy Surat bangunan (IMB);

D Photo copy surat tanah (sertifikat dsb);

Photo copy akta jual - beli / hibah;

Asii / Photo COpY SPPT t@huf...ses..

Asli / Photo copy STTS tahun......ccoemmniess S

—
D Surat Keterangan Lurah/Camat;

Photo copy surat perjanjian / kontrak;

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);

Asli/Photo copy SK Pengurangan/Keberatan/Pembetulan/Pembatalan
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Demikian, atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasth.

(Wajib Pajak / Kuasa Waijib Pajak *)

SCPNISESTIFONTEODITON0EDDOO00000RRR00RR00ENRE0RRDOR
*) Coret yang tidak perlu
*%) Pilih salah satu dan beri tanda «“pada kotak yang sesual

*#%) Beri tanda + pada kotak untuk dokumen yang dilampirkan
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Perinai : Permohonan Salinan / Mutasi / |
Tahun Pajak ...ceececnns

Yih, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. | Kel. Serasan Jaya Kota Sekayu
Kabupaten Miusi Banyuasin

di Sekayu.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama )

Alamat :

Sebagal Wajib Pajak / Kuasa *) PBB zias Objek Pajak vang terletak di :

Nama

Alamat

lalan

Kehsrahan

Kecamatan :

Kabupaten : Musi Banyuasin

Dengan ini mengajukan Salinan / Mutasi / Pembetulan™ zias Surat Pemberitahuan Pajalk
Terutang (SPPT} Pajalc Bumi Bangunan Nemor Objek Pajak : 16.06. ......cccoeevnncean cremrerenes s naeesas

Bersama surat ini dilampirkan pulz :

1. Fotokopi KTR/SIM/PASPORT/KK/identitas lainnya dari Wajib Pajak dan atau Kuasa*

2. Fotokopi SPPT tahun berjalan Objek Pajak yang diajukan permchonan.

3. Fotokapi Seriifilat Tanah dan Surat Ukur dan ateu Buldi — buldi pendukung lainnya
sefubungan dengan aiasan pengajuan tersebut.

Fotokopi iMiB {izin Mendirikan Bangunan).

SPOP dan L SPOP yang sudah diisi dengan berar dan ditanda tangani.

Fotokopi Rekening Listrik, Telepon dan Air,

gl
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Demikian surat permohonan Ini saya buat atas penyelesaiannya diucapkan terima kasih.

Catatan !

8o 1 5fd 2 untuk Paiayanan Salinan

Mo, 1s/d 5 untuk Pelayanan Pembetukan
Ng. 1s/d 6 uniuk Pelayanan Mutasi

Y Moot vsinn Hidals narks



P PEMERINTAM KABUPATEYN MUSI BANYUASIN

- BADAN PENGELOLA PAJAX DAN RETRIBUS] DAERAH
T Jran Koo Wangd ULk Vi Ker Serasanjhs Seiays 30011
L ema . pppramuba 35mat e

\v/ WL IC o PSS mUBA2IB 62 € G20 wvm €5001 TUD AL 37
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik {E-SPPT) L 106
Paiak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pericotasn (PBBE-F2) Tahun 2028 ,_%
ismer Obgek Pajak (NO®) . o
Objek Pajak Subjel Pajak
- g » Rama wWe
siamat
o r s
Lazamanan
0
OBJER PAJAK LUAS () KELas RIOP/ m Rp! TOTAL BjOP {Rp)
B )
BANGUNAR ! ‘

K02 {NC2r fuz! Objex Pajak) (Rp)

RIODTER NGO Tidak Xena Poiak) (R

NIOP Uaud PengRitungan PR 190}

Fresentase IGKP (%)

P sebags: dasar penghityngan PES {Rpl

Tasi £5) L

Ralgtapas PEB-FZ (RD}
Rerngensnipenguranganipembetasan (Ry)
FEA-PZ yany hanss dibayer (Rp)

FEE-F2 yang teish ditayar (Rp)

PBE yang masih harus dibayar {Rp)

SRS

Tenggeljatun Tempoe
Tempat Pembayaran

Konyis Badan ":"-;“'«‘-': Bi08 Gai Retidast Deeiah
#sbupaten Muzi Banyuasin

s lezmens [ BANK BRI

Sl
POL N2CNESIG

E-SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKT! KEPEMILIKAN

20240624202408090130110030144
1. Pasal S ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2558 g ITE vang menyetaken “informas
Fiehurens dorjatou dokumen danseiay hasi ceraiaya merupakan it DUkt hukem vang sah”.

2. Dakurren mu tetah deandp tangan: secara elektranic.

3 Uik mekhat agihae BRR 03 dan camts
i 22 es:ctlm:bakih&(!.ld!

4. Femtaydran meiews!l Datas jatult tempa dikesakan denda 13 parbulan maksemst 24 bulan.

SAyaiGe, el s amngaboes Aptiesi @353R H1 maiahy BEWEL
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